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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no.
0543 b/ U/198.
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan
huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan

< Ba B Be

] Ta T Te

< Sa S Es (dengan titik
diatas)

d Jim J Je

C Ha h Ha (dengan titik di
bawah)

Kha Kh Ka dan Ha

2 Dal D De

3 Zal z Zet (dengan titik di
bawah)

J Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

ol Sad S Es (dengan titik di
bawah)

ol Dad d De (dengan titik di
bawah)




] Ta t Te (dengan titik di
bawah)
b Za z Zet (dengan titik di
bawah)
I ’ain ’ Koma terbalik (di
atas)
¢ Gain G Ge
o Fa F Ef
&) Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
A Ha H Ha
s hamzah ¢ ‘A
$ ya’ y Ya
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkat atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
Kasrah 1 |
Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:
Tanda Huruf Latin
T Fathah dan ya Ai

Nama Nama

adani

vi



e Kasrah dan Au adanu
wau
Contoh
o s : Kaifa
o U5 : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
B Fathah dan alif a a an garis di
atau ya atas
T Kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
d Dammah dan a u dan garis di
wau atas
Contoh:
o B : qala
o U : yaqiilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapattkan harakat fathah,
kasrah dan dammabh, literasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun,

literasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka ta’ marbutah itu literasinya dengan “h”.

Contoh :
B} JUkY) day)
- 30 7al) diaad)

munawwarah

f,’a,

talhah

vil

raudah al-atfal/raudahtul atfala
a-madinah al-munawwarah/al-madinatul



E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid
ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- O nazzala
-5 al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan
di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

dadl : ar-rajulu Ol : asy-syamsu
ALaY) : al-galamu Jvad) : al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- A6 ta’khuzu
- Syai’un
- e an-nau’u

-0 inna
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H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- G ON A 5ed W B Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin
- Wlujay W13 A aly Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di
antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama
diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
- Gpad) QG4 3as)) Alhamdu [7llghi rabbi al- ‘alamin
- el el Ar-rahmanir rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau
penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- A JJ“— & Allaahu gafurun rahim
- ke JeaY A Lillahi al-amru jamT’aa
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK
Khairunnisa, NIM 1121136, 2025, “Analisis Penafsiran Hukum Pada
Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Terkait Kewajiban Nafkah Pasca
Perceraian”. Skripsi ini membahas mengenai Penafsiran Hakim
Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara cerai talak
verstek tanpa membebani suami kewajiban nafkah pasca perceraian
seperti dalam Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA .Kjn. Sedangkan hal
ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini
bertujuan menganalisis penafsiran hakim Pengadilan Agama Kajen
mengenai kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian dalam
Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Dan merumuskan penafsiran
hukum yang ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak
istri dan anak pasca perceraian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual
(conceptual approach), dan kasus (case approach). Data diperoleh dari
bahan hukum primer seperti undang-undang, KHI, dan putusan
pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku.
Analisis dilakukan secara preskriptif dengan teknik penafsiran hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut
menggunakan penafsiran sistematis yang cenderung formalistik,
sehingga mengabaikan perlindungan substantif bagi istri dan anak.
Penafsiran holistik dan progresifidealnya diterapkan untuk memastikan
keadilan, termasuk penetapan nafkah iddah, mut’ah, dan natkah anak
meskipun tidak dimohonkan. Penafsiran yang digunakan hakim dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak
rentan, sementara penafsiran holistik dapat menciptakan perlindungan
hukum yang lebih komprehensif.
Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Nafkah Pasca Perceraian,
Perlindungan Hak, Perceraian Talak Verstek, Pengadilan Agama.
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ABSTRACK
Khairunnisa, NIM. 1121136, “Analysis of Legal Interpretation on the
Religious Court Decision of Kajen Number
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn Regarding Alimony Obligations Post-
Divorce” This thesis discusses the interpretation of the Kajen Religious
Court Judge in deciding a default divorce (talak verstek) case without
imposing post-divorce maintenance obligations on the husband, as seen
in Decision No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Meanwhile, this matter is
regulated under Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the
Compilation of Islamic Law (KHI). This research aims to analyze the
judge's interpretation regarding post-divorce maintenance obligations
in Decision No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn and to identify the legal
interpretation that should be used to ensure the principle of protecting
the rights of the wife and children after divorce.
This study uses a normative legal research methods, employing
statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from
primary legal sources such as laws, KHI, and court decisions, as well
as secondary legal sources such as journals and books. The analysis was
conducted prescriptively using legal interpretation techniques.
The results indicate that the judge in this decision applied a systematic
interpretation that tends to be formalistic, thereby neglecting
substantive protection for the wife and children. A holistic and
progressive interpretation should have been applied to ensure justice,
including the determination of iddah maintenance, mut’ah, and child
support, even if not requested. The interpretation used by the judge's
can lead to legal uncertainty and injustice for vulnerable parties,
whereas a holistic interpretation could provide more comprehensive
legal protection.
Keywords: Legal Interpretation, Post-Divorce Maintenance, Rights
Protection, Default Divorce (Talak Verstek), Religious Court.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki
dampak yang signifikan terhadap konteks ekonomi, psikologis,
budaya, dan agama. Melihat dampak dari fenomena perceraian ini,
isu-isu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasca
perceraian semakin wurgent untuk dibahas. Pernikahan dan
perceraian diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menekankan pentingnya hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan suami istri. Salah
satu aspek yang sangat penting dalam pernikahan adalah
kewajiban nafkah, yang tidak hanya mencakup nafkah selama
pernikahan saja, tetapi juga setelah perceraian.

Kewajiban ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam (yang selanjutnya disebut KHI) yang memberikan
perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak pasca
perceraian. Namun masih ada beberapa kasus dimana hak-hak ini
tidak terpenuhi, terutama di tengah perubahan sosial yang pesat
dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Meskipun
telah bercerai, banyak perempuan yang masih menghadapi
tantangan dalam menuntut hak-hak mereka, termasuk nafkah. Ini
akibat dari adanya stigma sosial dan ketidak pahaman mengenai
hak-hak hukum mereka.

Terdapat hak-hak istri dan anak  dalam perkara
perceraian, khususnya cerai talak, yang harus dilindungi.
Pasal 149 huruf a, b, dan ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengatur kewajiban suami untuk memberikan: Nafkah iddah
bagi istri; mut’ah (pemberian) yang layak kepada istri, baik
berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut gabla al-dukhul
(artinya setelah akad nikah namun pasangan suami istri belum
melakukan hubungan intim) dan Biaya hadhanah (pemeliharaan)
untuk anak. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah,
nafkah mut’ah, dan biaya hadhanah tersebut merupakan bentuk
perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak pasca



perceraian. Nafkah iddah diberikan selama masa iddah (masa
tunggu) bagi istri, nafkah mut’ah sebagai pesangon bagi istri, dan
biaya hadhanah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang
berada dalam asuhan ibunya!. Selain itu, terdapat juga
ketentuan mengenai nafkah madhiyah, yaitu nafkah yang
diabaikan suami selama masa perkawinan. Nafkah madhiyah
dalam konteks perceraian menjadi penting untuk diperhitungkan,
karena dapat menambah besaran hak yang harus dipenuhi oleh
suami pasca perceraian.
Perlindungan hak-hak ini diperkuat oleh Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 41 yang
berbunyi “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian
adalah: a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya; b) bapak
vang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,; c)
pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas istri”. Selain itu, dalam PERMA Nomor 3
Tahun 2017 memberikan pedoman mengadili perkara perempuan
berhadapan dengan hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang
pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama angka 14:
“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti
dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari
jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan

kesehatan” ?

! Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca
Perceraian." Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 2.2 (2022): 113-124.

2 UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3
Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi
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Meskipun regulasi telah ada, praktik di lapangan masih
ditemukan beberapa kasus di mana hak-hak tersebut tidak
terpenuhi karena istri tidak mengajukan tuntutan. Istri yang rentan
secara ekonomi dan psikologis seringkali tidak mengetahui atau
tidak berani menuntut haknya. Akibatnya, perlindungan terhadap
istri dan anak menjadi terabaikan. Di sisi lain, hakim sebagai
pejabat yang memeriksa dan memutus perkara sebenarnya dapat
berperan aktif untuk memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi,
meskipun tidak dituntut. Maka dari itu, Penafsiran dalam
pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut
menjadi sangat penting untuk dikaji, mengingat keputusan
tersebut dapat berdampak bagi kehidupan mantan istri setelah
perceraian.

Putusan Pengadilan Agama No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn
merupakan contoh kasus yang menarik untuk dianalisis, dimana
hakim mengabulkan permohonan cerai talak verstek dari
pemohon tanpa menetapkan kewajiban nafkah bagi suami
sebelum ikrar talaknya. Pemohon mengajukan permohonan cerai
pada tanggal 22 Agustus 2023 dan menyatakan bahwa pernikahan
mereka terjadi pada tanggal 13 September 2011, yang tercatat di
KUA. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua
termohon selama empat tahun dan dikaruniai dua anak, yang saat
ini berada dalam asuhan termohon. Pemohon menyatakan bahwa
perceraiannya disebabkan oleh seringnya perselisihan dan
pertengkaran, di mana termohon enggan diajak ke rumah orang
tua pemohon dan berani melawan pemohon. Pada akhir Maret
2019, pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan
kembali ke rumah orang tua pemohon di Kabupaten Batang.
Selama periode tersebut, komunikasi antara keduanya semakin
sulit, dan mereka terpisah tempat tinggal selama empat tahun.

Keputusan dalam putusan ini, khususnya terkait ketiadaan
penetapan kewajiban nafkah pasca perceraian, menimbulkan
pertanyaan serius mengenai bagaimana pendekatan penafsiran

Hukum Islam. Pada laman https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-
perempuan-dan-anak-pasca-perceraian




hukum yang digunakan dapat memengaruhi implementasi prinsip
keadilan dan perlindungan hak. Pada Undang-Undang
Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam jelas mengatur
kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca cerai
seperti nafkah iddah, natkah madhiyah, natkah mut’ah maupun
nafkah hadhanah untuk untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu yang perlu untuk menjamin
pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ini bertujuan
untuk melindungi kesejahteraan perempuan dan anak yang
seharusnya menjadi prioritas dalam setiap pertimbangan hakim.
Ketiadaan penetapan nafkah dalam putusan ini, meskipun secara
prosedural mungkin terpenuhi, berpotensi menciptakan
ketidakselarasan normatif dengan amanat Pasal 41 Undang-
undang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta
prinsip perlindungan hak perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat adanya potensi
kesenjangan antara penafsiran hukum yang digunakan dalam
praktik putusan cerai talak verstek dengan prinsip perlindungan
hak istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis
mendalam terkait penafsiran hukum apa yang digunakan dalam
Putusan Pengadian Agama Kajen Nomor
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn dan bagaimana penafsiran hukum yang
ideal digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri
dan anak pasca perceraian.

. Rumusan Masalah

. Bagaimana penafsiran hukum yang digunakan pada Putusan
Pengadilan Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn
terkait kewajiban nafkah pasca perceraian?

. Bagaimana penafsiran hukum yang ideal digunakan untuk
menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca
perceraian?

. Tujuan Penelitian

. Untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan dalam
pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama
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Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA .Kjn terkait kewajiban nafkah
pasca perceraian.

. Untuk merumuskan penafsiran hukum yang ideal digunakan
untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan anak pasca
perceraian.

. Manfaat Penelitian

. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Penelitian ini akan
menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya tentang penemuan-
penemuan hukum dan pemikiran kritis di UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, terutama Fakultas Syariah mengenai perkara
cerai talak verstek. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru
tentang penafsiran hakim dalam konteks kewajiban pembayaran
nafkah pasca perceraian. Temuan ini diharapkan dapat
memperkaya diskursus ilmiah dan menjadi referensi bagi
akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam
memahami dinamika hukum perkawinan di Indonesia.

. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum, dapat
menjadi referensi bagi hakim dan praktisi hukum dalam
menerapkan penafsirn hukum yang lebih adil dan sesuai dengan
prinsip perlindungan hak istri dan anak, serta memberikan
masukan bagi pembuat kebijakan dalm merumuskan regulasi
yang lebih baik terkait kewajiban nafkah pasca perceraian. Judul
penelitian “Analisis Penafsiran Hukum Pada Putusan Pengadilan
Agama Kajen Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait
Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian” ini akan mengkaji
bagaimana pendekatan penafsiran hukum pada pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak verstek,
khususnya mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian.



E. Penelitian Relevan

Nama Penulis Persamaan Perbedaan
dan Judul
Penelitian
Arifa  Mahiroh | Sama-sama Penelitian Arifa Mahiroh dan
dan Fuady | meneliti tentang | Fuady =~ Abdullah lebih
Abdullah. TAIN | pandangan atau | berfokus pada bagaimana
Ponorogo, Jurnal | penafsiran hakim | pandangan/pertimbangan
Al-Antologi dalam hakim dalam menetapkan
Hukum 4.1 menentukan kadar nafkah iddah dan
(2023). nafkah pasca | natkah mut’ah.
“Pandangan perceraian. Sedangkan penelitian penulis
Hakim terhadap fokus pada  pendekatan
Penetapan Kadar penafsiran  hukum  pada
Nafkah Istri putusan Pengadilan Agama
Pasca Cerai di Kajen yang tidak
Pengadilan mewajibkan suami untuk
Agama memberi  nafkah  pasca
Kabupaten perceraian dan bagaimana
Madiun™? implikasi dari pada putusan
tertentu.
Yulianti, dkk. | Sama-sama Pada penelitian Yulianti
Jurnal  Kajian | meneliti tentang | fokus  pada  bagaimana
Hukum Islam 5.2 | pertimbangan pertimbangan hakim dalam
(2020). hakim mengeni | memberi hukuman kepada
“Pembebanan kewajiban suami untuk memberikan
Mut’ah dan | nafkah pasca | natkah mut’ah dan Iddah
Naftkah  Iddah | perceraian. pada putusan cerai gugat.
pada Perkara Sedangkan penelitian penulis
Cerai Gugat fokus pada  bagaimana
pendekatan penafsiran
hukum pada putusan

3 Arif Mahiroh dan Fuady Abdullah, "Pandangan Hakim terhadap Penetapan
Kadar Nafkah Istri Pasca Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." Jurnal
Antologi Hukum 4.1 (2024): 43-61.
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dengan Putusan
Verstek™

Pengadilan Agama Kajen
yang dimana hakim tidak
memberi  hukuman pada
suami untuk memberikan
nafkah-nafkah pasca cerai,
seperti naftkah madhiyah,
nafkah mut’ah, nafkah iddah

maupun nafkah hadhanah.

Ilhami,
dalam Thesis
Prodi  Magister
Hukum Keluarga

Fajri

Fakultas Syariah
dan Hukum UIN
Syarif
Hidayatullah
Jakarta. 2023.
“Pemenuhan
Hak-Hak
Perempuan dan
Anak Pasca
Perceraian dalam
Putusan Verstek
Perkara
Permohonan
Cerai Talak di
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Perspektif
Magashid

Sama-sama
meneliti tentang
hak dan
kewajiban pasca
perceraian
(nafkah)

Penelitian ini memfokuskan
pada pertimbangan hakim
dalam  memberikan  hak
perempuan dan anak dalam
putusan cerai talak verstek
dan menggunakan perspektif
Magqashid al-Syari’ah.

Sedangkan penelitian penulis

memfokuskan pada
bagaimana pendekatan
penafsiran  hukum  pada

putusan Pengadilan Agama
Kajen  tanpa  memberi
kewajiban pada suami untuk
memberi nafkah pasca cerai
dengan melihat perspektif
Undang-undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam.

4 Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan
‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan
Verstek." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 5.2 (2020): 286-297.

Mut’ah Dan Nafkah



Fakultas Syariah
UIN  MAulana
Malik  Ibrahim
Malang, 2019.

“Penerapan Hak
Ex officio Hakim

dan Mut’ah bagi

Syariah  Jasser

Auda™®

Muhammad Sama-sama Penelitian ini lebih fokus
Agwam Thariq, | membahas pada pertimbangan hakim
dalam  Skripsi | tentang dalam menerapkan hak ex
Jurusan Al- | pembebanan officio terhadap pembebanan
Ahwal Al- | nafkah pasca | natkah iddah dan nafkah
Syakhsiyyah cerai. mut’ah pasca perceraian

talak verstek.

Sedangkan penelitian penulis
fokus pada  bagaimana
pendekatan penafsiran
hukum dalam mengabulkan
putusan cerai talak verstek

terhadap tanpa membebankan
Pembebanan kewajiban pada suami untuk
Nafkah  Iddah memberi nafkah pasca cerai

dengan melihat perspektif

Suami dalam Undang-undang Perkawinan
Putusan  Cerai dan Kompilasi Hukum Islam.
Talak  Verstek

Perspektif

Magashid

Syariah:  Studi

Kasus di

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Malang.”®

S Fajri Ilhami, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian
Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama
Tigaraksa Perspektif Maqgdsid al-Syari’ah Jasser Auda (Master's thesis, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

6 Muhammad Aqwam Thariq, Penerapan Hak Ex officio Hakim terhadap
Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak



9

Alfin Sauqi | Sama-sama Penelitian ini menganalisa
Anwar, dalam | membahas tentang bagaimana hakim
Jurnal Jurnal | tentang telah menerapkan hukum
Ilmu  Syari’ah | penetapan hakim | progresif dalam putusannya
dan Hukum (Al- | untuk yang membebankan suami
Ahkam Vol.6 | memberikan untuk memenuhi kewajiban
No.I. 2021 beban kewajiban | bayar nafkah pasca cerai.

“Progresivitas nafkah pasca | Sedangkan penelitian yang
Hakim dalam | cerai. akan diteliti penulis fokus
Menentukan pada pendekatan penafsiran
Beban  Akibat hukum pada putusan
Perceraian Bagi Pengadilan Agama Kajen
Suami  Kepada tanpa pembebanan
Istri Pasca kewajiban  suami  dalam
Perceraian”’ membayar naftkah pasca

cerai.

F. Landasan Teori

Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan proses esensial dalam
sistem peradilan yang bertujuan untuk memahami dan
memberikan makna terhadap norma-norma hukum yang tertera
dalam peraturan perundang-undangan.® Kamus Hukum Black
Dictionary mendefinisikan penafsiran adalah proses menentukan
makna terhadap apa yang dimaksud oleh sesuatu, terkhusus
hukum atau dokumen yang berkaitan dengn hukum.® Proses ini

Verstek Perspektif Magashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

" Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat
Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian." Al-Ahkam: Jurnal Ilmu
Syari’ah dan Hukum 6.1 (2021): 1-13.

8 Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum
Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." JURNAL LEGISIA Vol.15 No.2 (2023): 136-
145.

% Farid, Diana, et.al. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan
Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt. P/2020/Pn. Bdg Dan Penetapan
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tidak hanya melibatkan pemahaman tekstual, namun juga
mempertimbangkan konteks historis, sistematis, dan teleologis
dari norma tersebut. Terdapat berbagai metode penafsiran, seperti
penafsiran gramatikal yang berfokus pada arti kata, penafsiran
historis yang mempertimbangkan latar belakang pembentukan
norma, serta penafsiran sistematis yang mengaitkan norma
dengan norma lain.

Selain itu, penafsiran kontekstual penting untuk memahami
pengaruh sosial dan budaya terhadap penerapan hukum. Hakim
dalam praktiknya, berperan sebagai penafsir yang menentukan
bagaimana norma diterapkan dalam kasus konkret, sehingga
penafsiran hukum berkontribusi pada pencapaian keadilan,
kepastian hukum, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai
metode dan tipe penafsiran hukum, serta dampaknya terhadap
praktik hukum di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam karya
mereka "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum," “penafsiran
hukum” adalah salah satu metode dalam penemuan hukum yang
memberikan penjelasan yang jelas mengenai teks undang-
undang, sehingga dapat menentukan ruang lingkup kaidah
terkait dengan situasi tertentu.*

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penafsiran hukum
merupakan langkah penting dalam proses penemuan hukum. Saat
melakukan penafsiran, para praktisi hukum, seperti hakim atau
pengacara, dapat memahami dan menjelaskan isi dari undang-
undang dengan lebih jelas. Hal ini memungkinkan mereka untuk
menetapkan bagaimana kaidah hukum tersebut berlaku dalam
konteks peristiwa atau kasus tertentu. Penafsiran yang tepat
sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan

No. 71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.2 (2022): 118-
132.

10 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum
(Bandung: Vitra Aditya Bakti, 2020), 13.
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secara adil dan sesuai dengan maksud dari pembuat undang-
undang.

Pakar hukum mengemukakan berbagai metode penafsiran
hukum, seperti yang dijelaskan oleh Afif Khalid. Pertama,
penafsiran letterlijk, yang fokus pada arti harfiah teks tanpa
penambahan makna. Kedua, penafsiran gramatikal, menekankan
makna dalam kaidah hukum dengan mempertimbangkan bahasa
yang baku. Ketiga, penafsiran sistematis, yang menghubungkan
suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya dala
satu sistem hukum yang sama. Keempat, penafsiran historis, yang
mencakup latar belakang penyusunan undang-undang dan
konteks sosial masa lalu. Kelima, penafsiran sosiologis, berfokus
pada konteks sosial saat undang-undang dirumuskan. Keenam,
penafsiran sosio-historis, yang menghubungkan konteks sejarah
masyarakat dengan naskah hukum. Ketujuh, penafsiran filosofis,
yang menyoroti aspek-aspek filosofis dalam hukum. Kedelapan,
penafsiran teleologis, yang melihat tujuan dan asas hukum dalam
interpretasi. Selanjutnya, penafsiran holistik, yang mengaitkan
naskah hukum dengan konteks jiwa naskah tersebut.!!

Penafsiran hukum yang digunakan hakim sering kali
mencerminkan pendekatan praktis dan kontekstual terhadap
hukum. Hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran,
seperti penafsiran letterlijk untuk memahami teks undang-undang
secara harfiah, atau penafsiran sistematis yang mengaitkan
ketentuan hukum satu dengan ketentuan hukum yang lain. Selain
itu, penafsiran teleologis juga sering digunakan untuk memahami
tujuan dari undang-undang.?

Penafsiran hukum yang ideal digunakan oleh hakim
idealnya lebih holistik dan mendalam, untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dengan
mempertimbangkan berbagai perspektif hukum. Jadi, hakim

" Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di
Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 6, no. 11 (2014).

12 Ppuspita, Rika Ayu. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda
Terhadap PAsal 160 KHI Tentang Penetapan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah.
Dissertasi. IAIN Metro, 2019.
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dapat menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks, tetapi
juga mempertimbangkan tujuan hukum dan konteks sosial yang
lebih luas, sehingga keputusannya lebih adil dan relevan dengan
keadaan masyarakat.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-
Normatif dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka.!® Penelitian hukum normatif
juga dapat berperan dalam memberikan argumentasi hukum
ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.
Penelitian ilmu hukum normatif adalah analisis
sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Setelah penulis
mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, langkah
selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang
relevan dan esensial untuk menentukan isu hukumnya (lega/
issue).®
Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan
kaidah hukum positif terkait penafsiran hukum hakim dalam
memutus perkara mengenai kewajiban suami untuk
membayar nafkah pasca perceraian pada kasus cerai talak.
2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan
Dilihat dari analisis hukum yang diangkat penulis
dalam penelitian ini yaitu Penafsiran Hakim Pengadian
Agama mengenai Kewajiban Pembayaran Nafkah Pasca
Perceraian (Studi Putusan: Nomor

13 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,
Cet. 4 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), 98.

14 Ibid., Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan
Artikel, Cet. 4, 100.

15 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2 (Bandung:
Mandar Maju, 2016), 97.
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1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn), maka penulis menggunakan 3

(tiga) pendekatan masalah yaitu:®

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan
peraturan yang relevan dengan isu hukum yang akan
diteliti. “Pendekatan Perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menganalisis seluruh
Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu
hukum yang sedang ditangani”.

b.Pendekatan = Konseptual  (Conceptual  Approach)
didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan
cara menganalisis kasus yang relevan dengan isu yang
dihadapi dan merupakan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang menjadi
objek penelitian penulis adalah putusan perkara Nomor
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan penulis

adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yang
berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini
meliputi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
Mahkamah Agung yang relevan dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang
digunakan penulis adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahunl974 tentang

Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PERMA Nomor 3 Tahun 2017

SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Putusan Nomor: 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

nhk D

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016).
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b.

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai
sumber, antara lain buku-buku, jurnal ilmu hukum,
laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum,
kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium
mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. 1’
Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai
berikut:
1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan
yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Literature hukum baik dari buku maupun jurnal
penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Pendapat dari para ahli yang kompeten.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber
yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder yang berupa
ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan kamus besar
bahasa Indonesia.'

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka

analisis akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

Menginventarisasi semua  peraturan  perundang-
undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas;
Mengkategorikan bahan-bahan hukum yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti;

Menginterpretasi perundang-undangan yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas.®

17 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2 (Bandung:
Mandar Maju, 2016), 86.

18 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2009), hal. 114.

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.
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5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis
adalah dengan menggunakan metode preskriptif analisis
dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan
logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik
penafsiran. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan
adalah metode deduktif yaitu pola pikir yang didasarkan
pada suatu fakta yang selanjutnya ditarik menjadi
kesimpulan. Sehingga, dapat menjawab pemasalahan yang
ada.?°

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini didasarkan pada sistematika penulisan
sederhana dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan-
permasalahan yang hendak dibahas pada bab selanjutnya. Agar
lebih terarah, penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Tiap
bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab, dengan tujuan untuk
mempermudah fokus penelitian yang saling berhubungan antara
satu bab dengan bab lainnya. Adapun penulisan proposal skripsi
ini, sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan
menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Relevan,
Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori. Pada bab ini, penulis akan
memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian yaitu Teori Penafsiran Hukum, Teori
Perceraian, Hak dan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian, dan
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perceraian.

BAB 1III adalah Analisis Penafsiran Hukum Yang
Digunakan Pada Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn. Bab
ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama,
di mana penulis akan menguraikan dan menjabarkan penafsiran

20 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Penerbit
Qiara Media, 2019), 126.
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hukum apa yang digunakan pada pertimbangan hukum dalam
Putusan No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

BAB IV adalah Penafsiran Hukum yang Ideal Digunakan
untuk Menjamin Prinsip Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca
Perceraian.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini, penulis akan
menguraikan kesimpulan dari penelitian, yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, serta memberikan
saran dari penulis mengenai permasalahan tersebut.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penafsiran hukum pada
Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor
1203/Pdt.G/2023/PA.Kjn terkait kewajiban nafkah pasca
perceraian dan merumuskan penafsiran hukum yang ideal
digunakan untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri dan
anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim
dalam putusan tersebut menggunakan penafsiran sistematis
yang cenderung formalistik, dengan fokus pada pemenuhan
syarat-syarat prosedural perceraian. Penafsiran ini gagal
mengintegrasikan secara proaktif ketentuan-ketentuan integral
terkait kewajiban natkah pasca perceraian yang diatur dalam
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149
Kompilasi Hukum Islam, serta mengabaikan pertimbangan
mendalam mengenai natkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak
dalam amar putusan. Akibatnya, penafsiran yang digunakan
hakim berhenti pada ranah formalitas, tanpa secara
komprehensif melihat keseluruhan konsekuensi hukum yang
seharusnya melekat pada putusnya perkawinan dalam kerangka
sistem hukum yang utuh.

Idealnya, untuk menjamin prinsip perlindungan hak istri
dan anak pasca perceraian, penafsiran hukum yang digunakan
adalah penafsiran holistik, komprehensif, responsif, dan
berkeadilan substantif. Penafsiran holistik ini menuntut hakim
untuk memadukan seluruh metode penafsiran hukum dengan
memperhatikan konteks sosial, nilai keadilan, dan perlindungan
hak asasi manusia. Hal ini mencakup penerapan prinsip ex
officio untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan natkah
anak berdasarkan kajian riil kebutuhan dan kemampuan pihak
yang berkewajiban, bahkan jika tidak dimohonkan. Penerapan
penafsiran holistik sangat mendesak karena tidak hanya
meningkatkan efektivitas dan keadilan putusan pengadilan serta
mengefisiensi proses peradilan, tetapi juga memastikan
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kesesuaian dengan norma hukum nasional dan komitmen

internasional Indonesia terkait perlindungan hak perempuan dan
anak, sehingga memperkuat legitimasi dan kredibilitas
peradilan agama sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak
para pihak.

B. Saran

1.

Rekomendasi untuk Hakim: disarankan agar hakim
Pengadilan Agama tidak hanya terpaku pada aspek formal
dan prosedural dalam memutus perkara perceraian,
melainkan secara aktif menerapkan penafsiran holistik dan
progresif. Hal ini berarti hakim harus proaktif dalam
menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah
anak secara ex officio, dengan mempertimbangkan
kebutuhan riil dan kemampuan pihak yang berkewajiban.
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: disarankan
untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan
melakukan analisis penafsiran hakim secara lebih
mendalam melalui wawancara langsung dengan Majelis
Hakim yang bersangkutan, guna menggali pertimbangan
subjektif dan filosofi di balik putusan. Selain itu, penelitian
selanjutnya dapat melakukan studi komparatif terhadap
putusan-putusan perceraian di pengadilan lain, dan
menganalisis implementasi putusan terkait nafkah di
lapangan.

Rekomendasi untuk Masyarakat: Masyarakat perlu
meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban
pasca perceraian agar bisa lebih memahami dan menuntut
hak-hak mereka secara hukum.
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